BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dengan terbitnya Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 700/0000702/2019 perihal Penetapan
Wajib LHKPN di Lingkungan Kabupaten /Kota se-Jawa
Tengah, maka perlu adanya penyesuaian pelaksanaan
pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang....



10.

11.

-2 -

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
225);

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 88 Tahun 2018 tentang
Uraian Tugas Jabatan Pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018
Nomor 89);

MEMUTUSKAN....
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2018 Nomor 1) diubah, Pasal 2 ayat (2) huruf e dihapus dan
ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 2

Penyelenggara Negara dan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib
melaporkan Harta Kekayaan.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Pimpinan dan Anggota DPRD;

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

e. dihapus;

f. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;

g. Pejabat Administrator.

ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh PNS di
Lingkungan Pemerintah Daerah selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaporkan kepada KPK.

Harta Kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada
Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali «
pada tanggal % PRetcuaet 2019
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Diundangkan di Boyolali -
pada tanggal ¢ Feeroant 2019

SEKRETARIS DAERAH
KAB OYOLALI,

M

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR



